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PUTUSAN
Nomor 316/Pdt.G/2015/PA.Btm

aaa 1) caa 1) A as
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam Kelas 1 B yang memeriksa dan mengadili
perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis
Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang
diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak
ada, tempat tinggal di Kecamatan Nongsa, Kota Batam
Sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Dagang, tempat tinggal di, Kota Tanjungpinang, Provinsi
Kepulauan Riau
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi —saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan
tertanggal 23 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Batam pada tanggal 24 Februari 2015 dengan Nomor Register
0316/Pdt.G/2015/PA.Btm. dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa, pada tanggal 26 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota Kota Batam sesuai dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor : 362/09/1V/2011 tanggal 26 Februari 2011

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat
tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam.

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN
TERGUGAT, umur 3 tahun 5 bulan

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2011
keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,
disebabkan :

a. setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering membentak, dan memukul
Penggugat hingga memar, hal ini membuat Penggugat merasa tidak
dihargai lagi sebagai seorang isteri

b. Tergugat masuk penjara dengan kasus Narkoba;

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugatdan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar, namun percekcokan tersebut pada awalnya
masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak
akan tetapi akhir-akhirini percekcokan itu semakin bertambah tajam;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2011
yang akibatnya Tergugat masuk penjara dengan kasus Narkoba;

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
jalan musyawarah namun tidak berhasil;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir
bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap
Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan
rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan
satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai
dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah
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memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9
Tahun 1975jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena
perceraian;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

SUBSIDER:

atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain,

maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat
tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut oleh Jurusita sesuai dengan relaas panggilan Nomor
0316/Pdt.G/2015/PA.Btm, tanggal 30 Maret 2015 dan 29 April 2015 yang
dibacakan di persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan
oleh suatu alasan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak
berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 23

Februari 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban

Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam
Kota, Kota Batam, Nomor 362/09/1V/2011 tertanggal 26 Februari 2011(P.1);
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Batam, Nomor 33/P1D.B/2012/PN.BTM
tanggal 12 Maret 2012 (P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
keterangan dan bukti lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan
yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya

Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat
dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka
ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimanatelah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan kewenangan
absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan
Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa Penggugathadirdi persidangan sedangkan Tergugat
tidak hadirdan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh
hukum (default without reason), meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugattelah dipanggil secara sah dan

patut tetapi tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta gugatan Penggugat
beralasan hukum maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat
(verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g,;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka
proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2)
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo pasal 65, 82 ayat (1
dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak
dapat dilakukan, tetapi majelis Hakim tetap memberi nasehat kepada
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih
dahulu majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat

dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim meneliti bukti P.1, terbukti
telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut
penilaian majelis Hakim bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang
sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.1 harus
dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam
perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan pasal 2 Undang-undang
Nomor 1 Tahun1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan bahwa
keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak Maret
2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering
membentak dan memukul Penggugat hingga memar dan Tergugat di penjara
dengan kasus narkoba sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam berita
acara sidang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka

hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan
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haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat
mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. hal ini sejalan dengan dalil
dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 405 dan Majelis hakim sependapat
dengan dalil tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara

ini. Dalil tersebut berbunyi:

Al BaY alls ged ang ali bl A&s e WSl I e (e

Artinya :Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam
persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat

zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis
P.1dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 telah dinilai dan

dipertimbangkan di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim meneliti bukti P.2, terbukti telah
memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut
penilaian majelis Hakim bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang
sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P. 2 terbukti bahwa
Tergugat telah dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 tahun

berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 21 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 74 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah
satu mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh keputu san perceraian
sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan
yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang

menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Btm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat,
dan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis Hakim
menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri
yang sah sejak tanggal 26 Februari 2011 sampai sekarang dan belum
pernah bercerai;

- Bahwaterbukti benar Tergugat telah dipidana penjara selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula
dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin
bercerai dengan Tergugat dan antara keduanya telah berpisah tempattinggal,
hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk
didamaikan sehingga harus dicarikan jalan keluarnya, maka majelis hakim
berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan

Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang

berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut

diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari

maslahahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai

kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Figih yang berbunyi :
cladl Qs e anie aulaal 5

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik
(mempertahankan) kebaikan;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam;
1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Artinya: Dan apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka

Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

2. Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 426 yang berbunyi;
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Al adld LSlal) ay (30U (<8

Artinya: Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan kaedah figh dan
petunjuk tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian
harus ada/cukup alasan dimana salah satu pihak mendapathukuman penjara
5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (c)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Figih dan ketentuan pasal-pasal
tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka
majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugattelah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum,
maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan
sebagaimana amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-
lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat
perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-

dalil syar'i yang berkaitan dengan perkaraini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugatdengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan
salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang,
Kota Tanjungpinang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untukitu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 M
bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 H., oleh Dra. NURZAUTI, S.H,
MH Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam sebagai Ketua
Majelis, Drs. ASY’ARI, M.H dan IDAWATI, S.Ag, M.H masing-masing
sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan Hakim-hakim
anggota yang sama, dibantu oleh BADRIANUS, S.H, M.H sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugattanpa hadirnya Tergugat;
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Ketua Majelis

Dra. NURZAUTI, S.H, MH

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. ASY’ARI, M.-H IDAWATI, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

BADRIANUS, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. BiayaPemberkasan  Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 350.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
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